
 

 

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI 
 

 
Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa : 

Dokumen : Pohon Kinerja dan Cascading Periode 2025-

2029 

Perangkat Daerah : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi. 

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan 

VALID, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang 

telah ditentukan. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 
Parit Malintang, 26 Juni 2026 

  

     
     
     
     

  
  

 

 

 



Meningkatnya layanan penanganan warga 
negara migran korban tindak kekerasan

Meningkatnya tata kelola taman makam 
pahlawan

Meningkatnya pemanfaatan data gender 
dan anak

Jumlah warga negara migran korban 
tindak kekerasan dalam dan luar negeri 
yang mendapatkan layanan pemulangan

Persentase taman makam pahlawan 
nasional yang terkelola dengan baik

Tingkat pemanfataan data gender dan 
anak dalam perencanaan, evaluasi 

dan/atau penyusunan kebijakan

Persentase warga negara migran korban 
tindak kekerasan yang tertangani

Terlaksananya Kebutuhan Disabilitas terlantar, Anak 
Terlantar, Lansia terlantar Luar Panti, Gelandangan 
dan Pengemis kebutuhan terlantar sesuai Standar

Terlaksananya  Rehabilitasi Dasar dan Lanjutan bagi 
PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di 

Luar Panti Sosial

Terlaksananya pembinaan terhadap pendamping 
Program Keluarga Harapan

 Terlaksananya penyaluran bantuan terhadap korban 
bencana 

Terlaksananya partisipasi TAGANA dalam 
penanganan bencana

Terlaksananya Pelayanan Terhadap Komunitas adat 
Terpencil

Terlaksananya peningkatan Kapasitas Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan 

bimbingan dan pelatihan

Terlaksanannya pelayanan Pemulangan warga 
masyarakat Migran, Orang Terlantar dan PPKS 

Lainnya 
Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 

Terlaksananya Kapasitas Kelembagaan 
Pengarusutamaan Gender (PUG) 

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Perempuan 
dalam bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi 

Terlaksananya Peran serta Perempuan dalam 
Masyarakat 

Terlaksananya Advokasi Pendampingan Peningkatan 
Kualitas Keluarga 

Terlaksananya Advokasi Pendampingan Peningkatan 
Kualitas Keluarga 

Terlaksananya layanan bagi keluarga dalam Mewujudkan 
Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak

Terlaksananya koordinasi pengumpulan data Gender 
Terpilah

Terlaksananya penyediaan tindak lanjut bagi perempuan 
korban kekerasan

Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan 
bagi Perempuan Korban Kekerasan

Terlaksananya Pelatihan dan pembinaan terkait 
pencegahan kekerasan thd perempuan dan termasuk 

TPPO

Terlaksananya kapasitas pendamping Pemenuhan 
Hak Anak

terlaksananya kapasitas pengelola lembaga 
layanan perlindungan anak

terlaksananya bimtek dan sosialisasi pencegahan 
kekerasan terhadap anak kepada Perangkat Daerah 

Terlaksananya penyediaan layanan tindak lanjut 
bagi anak korban kekerasan 

terlaksananya kapasitas pengelola lembaga 
layanan perlindungan anak

 Jumlah keluarga yang mendapatkan Kesetaraan Gender 
(KG) dan Perlindungan Anak

Jumlah buku data gender terpilah yang tersedia
Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang 

ditindak lanjuti sesuai standar
Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang 

diterima/dilayani

1. Jumlah Lembaga layanan Perempuan yang Aktif

2. Jumlah SDM pengelola Lembaga Layanan 
perlindungan Perempuan yang ikut pelatihan

1. Jumlah pendamping yang bersertifikat KHA 
(Konvensi Hak Anak)

2. Jumlah Sosialisasi /advokasi yang dilakukan

Jumlah Lembaga PHA Yang Dikembangkan Per 
Tahun

Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti bimtek dan 
sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak

Jumlah korban kekerasan yang berkebutuhan 
khusus  yang ditindaklanjuti

1. Jumlah lembaga layanan perlindungan anak 
yang aktif

2. Jumlah korban kekerasan yang berkebutuhan 
khusus  yang ditindaklanjuti

Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan   Per   Orang   
Sesuai dengan   Standar   Gizi   Minimal Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya   Pemberian Bimbingan   Fisik, Mental, 
Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota

Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak  Terlantar 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Terlaksananya  Pendataan  Fakir Miskin Cakupan  
Daerah Kabupaten/Kota

Terpenuhinya  Orang  yang Mendapatkan Permakanan 
3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan 
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung 

Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota

Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang     Mendapatkan     
Fasilitas Pemberdayaan                    Sosial Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran 
Korban Tindak Kekerasan Dalam dan  Luar Negeri 

dari Titik Debarkasi diDaerahProvinsi  untuk 
dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam 
Pahlawan 

Nasional Kabupaten/Kota

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi 
Perumusan

Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender
(PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota

Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan 
di

bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau 
ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota

Terlaksananya pendampingan penguatan dan 
pengembangan lembaga penyedia layanan 

pemberdayaan perempuan kewenangan 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi 
peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil 

kebijakan dan pemangku 
kepentinganKewenangan Provinsi dan Lintas 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia 
Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga 

Kewenangan
Kabupaten/Kota

Terlaksananya layanan rujukan keluarga dalam
Mewujudkan KG dan PA Lingkup 

Kabupaten/Kota

Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak
Kabupaten/Kota

Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP 
kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan 

di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota

Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan 
bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan 
dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan 

Perlindungan Perempuan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan 
Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga 
Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia 

Usaha
Kewenangan Kabupaten/Kota

Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas lembaga penyedia
layanan Peningkatan Kualitas

Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

Terlaksananya Advokasi dan
sosialisasi pencegahan KtA

kepada pengambil kebijakan
dan pemangku kepentingan di

tingkat Kab/Kota

Tersedianya Layanan
Pengaduan atau

Penjangkauan bagi Anak
Korban Kekerasan Tingkat

Kabupaten/Kota

terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan 
jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang 

memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah  
kabupaten/kota

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan 
Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,    Mental, Spiritual dan Sosial          
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah  Anak-Anak Terlantar yang  Dijangkau Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Fakir  Miskin  Cakupan  Daerah Kabupaten/Kota 
yang Didata 

Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari 
dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Kampung  yang  Melaksanakan Koordinasi, 
Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan 
Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah  Keluarga  yang  Meningkat  Kapasitasnya 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah    Warga    Negara    Migran Korban   Tindak   
Kekerasan   yang dipulangkan  dari  Titik  Debarkasi di 

Daerah Kabupaten/Kota  untuk dipulangkan   ke   
Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada 
Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi 
Perumusan Kebijakan Pengarustamaan    Gender    

(PUG)    Kewenangan Kabupaten/Kota

jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang 
mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan 

perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi

Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan 
perempuan yang mendapatkan pendampingan

Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku 
kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan 

sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan 
Kabupaten/Kota/Kota

Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan 
Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan

Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan 
Lingkup Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen DataGender dan Anak
Kabupaten /Kota yangTersedia

Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang 
mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat 

provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota

Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan 
pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota

 Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan 
Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi 

dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)

Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota 
yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan 

Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga 
Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan 
Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 

yang mendapatkan bimtek

 Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan 
yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan 

KtA tingkat Kab/Kota

Jumlah Anak Korban
Kekerasan yang mendapatkan

Layanan Pengaduan atau
Penjangkauan korban Tingkat

Kabupaten/Kota

jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi 
penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan 
anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat 

daerah kabupaten/kota

Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya 
dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota

Terlakasananya  Pemberian Bimbingan Sosial kepada 
Keluarga  Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) Lainnya Bukan  Korban HIV/AIDS dan NAPZA 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Terlaksananya Rujukan Anak- Anak Terlantar 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Terlaksananya  Pengentasan Keluarga Fakir   Miskin 
Kabupaten/Kota

Terpenuhinya Orang  yang Mendapatkan Pakaian dan 
Kelengkapan Lainnya  yang Tersedia   pada Masa 

Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana 
Kewenangan

Kabupaten/Kota

Terpenuhinya  Orang yang Melaksanakan            
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna 

Siaga Bencana
Kewenangan Kabupaten/Kota

Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang  Meningkat  
Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota

Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Terlaksananya  Rehabilitasi  serta Pemeliharaan 
Sarana  dan Prasarana Taman Makam Pahlawan 

Nasional Kabupaten/Kota

Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi 
penyelenggaraan PUG Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya advokasi kebijakan dan 
pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ 

profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka 
peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, 
hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota

Terlaksananya bimtek penguatan dan 
pengembangan lembaga penyedia layanan 

pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi

Terlaksananya monitoring
evaluasi dan pelaporan dalam

peningkatan kualitas
keluarga untuk Mewujudkan
KG dan Perlindungan Anak

Kewenangan Kabupaten/Kota

Terlaksananya peningkatan
kapasitas Lembaga Penyedia

Layanan Peningkatan
Kualitas Keluarga

Kewenangan Provinsi

Tersedianya Layanan
pendampingan korban bagi

Perempuan Korban
Kekerasan Tingkat

Kabupaten/Kota

 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga 
Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan 
Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga 
Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia 

Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Terlaksananya pendampingan penguatan dan 
pengembangan lembaga penyedia layanan 

Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan 
Kabupaten/Kota

terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi 
pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan 

kabupaten/kota

Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli 
bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya bimtek penguatan dan 
pengembangan lembaga penyedia layanan bagi 

Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah   Orang   yang   Menerima   Pakaian   dan 
Kelengkapan  Lainnya  yang  Tersedia  dalam  1  Tahun 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada 
Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 
Lainnya Bukan Korban   HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah  Anak-Anak  Terlantar yang  Mendapat Rujukan 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Keluarga yang  Mendapatkan Pengentasan Fakir 
Miskin Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan 
Lainnya  yang Tersedia  pada Masa Tanggap Darurat 

(Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi 
dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah   Keluarga   pada   KAT   yang   Meningkat 
Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah  Lembaga   Kesejahteraan Sosial yang Meningkat 
Kapasitasnya  Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan 
Sarana    dan    Prasarana Taman Makam Pahlawan 

Nasional Kabupaten/Kota

Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi
dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan
sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)

Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ 
media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka 

peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, 
hukum, sosial dan ekonomi

jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan 
perempuan yang mendapatkan bimtek

Proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan 
berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi 

kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, 
ekonomi, sosial psikologis,dan sosial budaya, guna 

menjamin tercapainya kesetaraan gender dan 
perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, 

sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang 
ditetapkan oleh pemerintah

Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan 
Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan 

kapasitas

Jumlah Perempuan Korban
Kekerasan yang mendapatkan

pendampingan korban
Tingkat Kabupaten/Kota

 jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan 
Perempuan yang mendapatkan bimtek

 jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek 
Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada 

Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia 
Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

 jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan 
Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 

yang mendapatkan pendampingan

 jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi 
pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan 

kabupaten/kota

Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan 
Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat 

Kabupaten/Kota

Jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang 
Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat 

DaerahnKabupaten/Kota yang  mendapatkan bimtek

Terpenuhinya Orang  yang Mendapatkan  Alat Bantu 
dan Alat  Bantu Peraga  Sesuai Kebutuhan  

Kewenangan Kabupaten/Kota

Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga  dan  
Kemitraan  dalam Pelaksanaan   Rehabilitasi   Sosial 

Kabupaten/Kota

Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat  (KPM)  
yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan  

Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan 
Kabupaten/Kota

 Terlaksananya pembinaan,  pemantauan dan evaluasi 
pemberdayaan sosial KAT

Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan 
Penguatan Lembaga  Konsultasi Kesejahteraan Keluarga 

(LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota

Terlaksananya  Pengamanan Taman Makam 
Pahlawan 

Nasional Kabupaten/Kota

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penyelenggaraan

PUG Kewenangan kab/ kota

Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga 
penyedia layanan pemberdayaan perempuan 

kewenangan Kabupaten/Kota

Terlaksananya penguatan
kerjasama antar lembaga dalam peningkatan 
kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan 

Lintas Kabupaten/Kota

Terlaksananya penguatan
kerjasama antar Lembaga

Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas

Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota

Terlaksananya pendampingan
penguatan dan

pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan

Perlindungan Perempuan
kewenangan Kabupaten/Kota

Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga 
penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak 
Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah  Orang  yang  Mendapatkan  Alat  Bantu dan Alat   
Bantu   Peraga Sesuai  kebutuhan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

 Jumlah dokumen hasil koordinas dan Kerja Sama antar 
Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi 

Sosial Kabupaten/Kota

Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang 
Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Tempat   Pengungsian  Kewenangan  
Kabupaten/Kota

Jumlah Lokasi yang telah dilakukan pembinaan, pemantauan 
dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi 
Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan 
Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah   Laporan   Hasil   Pengamanan Taman Makam 
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi 
penyelenggaraan PUG

Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan 
pemberdayaan perempuan

Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan 
kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas 

Kabupaten/Kota

Jumlah kerjasama antar
Lembaga Penyedia Layanan

Peningkatan Kualitas
Keluarga Kewenangan

Kabupaten/Kota

jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan 
yang mendapatkan pendampingan

 Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan 
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan 
pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota

Terpenuhinya  Orang  yang Mendapatkan Pelayanan 
Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Terpenuhinya  Orang  yang Mendapatkan Penanganan 
Khusus  bagi  Kelompok  Rentan

Kewenangan Kabupaten/Kota

Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan 
sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, 

Perintis
 Kemerdekaan, dan Janda

 Duda Perintis Kemerdekaan

Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia 
Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban 
bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah  Orang  yang   Mendapatkan  Pelayanan 
Reunifikasi Keluarga  Kabupaten/Kota Kewenangan

Jumlah Orang  yang Mendapatkan  Penanganan  Khusus 
bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis 
Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang 

memperoleh penghargaan dan santunan sosial

Jumlah kerjasama antar
lembaga penyedia layanan
pemberdayaan perempuan

Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan 
layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, 
Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota

Terpenuhinya               Pelayanan Dukungan      
Psikososial      bagi Korban    Bencana    Kewenangan

Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pengenalan, 
Penanaman,danPenghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, 

Keperintisan,Kesetiakawanan  dan Restorasi Sosial

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan 
Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah   Korban   Bencana   yang   Mendapatkan Layanan    
Dukungan    Psikososial    Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, 
Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, 

Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

Terlaksananya Pemberian Bimbingan  Fisik, Mental, 
Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota

Meningkatnya Kapasitas  Potensi Sumber
 Kesejahteraan Sosial  Perseorangan Kewenangan

 Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual  dan 
Sosial  Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja 
Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga 
Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat 

Kapasitasnya

Terlaksananya  Pemberian Bimbingan   Sosial  
kepada Keluarga  Penyandang  Disabilitas Terlantar, 

Anak Terlantar, Lanjut Usia   Terlantar, serta 
Gelandangan  Pengemis   dan Masyarakat  

Kewenangan Kabupaten/Kota

 Meningkatnya peran  Puskesos sebagai layanan
 sosial satu pintu dan hub  program graduasi

Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga 
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut 

Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan 
Masyarakat  Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan 
sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi

Terpenuhinya Orang  yang Membutuhkan 
Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, 
Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu 

Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan 
Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi 
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak 

Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan 
dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota

Crouscunting Crouscunting Crouscunting Crouscunting Crouscunting Crouscunting Crouscunting Crouscunting Crouscunting Crouscunting Crouscunting Crouscunting Crouscunting Crouscunting Crouscunting Crouscunting Crouscunting Crouscunting Crouscunting Crouscunting Crouscunting Crouscunting Crouscunting Crouscunting Crouscunting

Pariaman, 22 September 2025

IK : HNilai AKIP Perangkat Daerah

Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas

Tersedianya Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 

dan Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Terlaksananya Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi

Terlaksananya Dukungan 
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik pada SKPD

Tersedianya Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 

dan Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya

Jumlah Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Dokumen Dukungan 
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah Unit Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 

Disediakan

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi

Pemindahan Tugas ASN Penatausahaan Arsip Dinamis pada 
SKPD

Pengadaan Aset Tak Berwujud Pemeliharaan/Rehabilitasi  Gedung  
Kantor  dan

Bangunan Lainnya

Jumlah Dokumen Penatausahaan 
Arsip Dinamis pada SKPD

Jumlah Unit Aset Tak Berwujud 
yang Disediakan

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi

Jumlah Laporan Hasil Pemulangan 
Pegawai yang Meninggal dalam 

Melaksanakan Tugas

Jumlah Dokumen Dukungan 
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik pada SKPD

Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya 
yang Disediakan

Jumlah Aset Tak Berwujud yang 
Dipelihara

Terlaksananya Pemindahan Tugas 
ASN

Terlaksananya Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD

Tersedianya Aset Tak Berwujud Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan Lainnya

Terlaksananya Pemulangan 
Pegawai yang Meninggal dalam 

Melaksanakan Tugas

Terlaksananya Dukungan 
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik pada SKPD

Tersedianya Aset Tetap Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Aset 
Tak Berwujud

Tersedianya Dokumen Pelaporan 
dan Analisis Prognosis Realisasi 

Anggaran

Terlaksananya Pemulangan 
Pegawai yang Pensiun

Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan 
Tamu

Tersedianya Peralatan dan Mesin 
Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan Aset 
Tetap Lainnya

Jumlah Dokumen Pelaporan dan 
Analisis Prognosis Realisasi 

Anggaran

Jumlah Pegawai Pensiun yang 
Dipulangkan

Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan

Jumlah Aset Tetap Lainnya yang 
Dipelihara

Terlaksananya Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

Tersedianya Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD dan Laporan Koordinasi 

Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, 
dan Penilaian Kinerja Pegawai

Tersedianya Bahan/Material Tersedianya Mebel Terlaksananya Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin Lainnya

Terlaksananya Rekonsiliasi dan 
Penyusunan Laporan Barang Milik 

Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 

SKPD dan Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD

Jumlah Dokumen Monitoring, 
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 

Pegawai

Jumlah Paket Bahan/Material yang 
Disediakan

Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan

Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 
Penyusunan Laporan Barang Milik 

Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

dan Laporan Hasil Koordinasi 

Jumlah Dokumen Bahan 
Tanggapan Pemeriksaan dan 

Tindak Lanjut Pemeriksaan

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang Disediakan

Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Laporan Penatausahaan 
Barang Milik Daerah pada SKPD

Tersedianya Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD

Tersedianya Dokumen Bahan 
Tanggapan Pemeriksaan dan 
Tindak Lanjut Pemeriksaan

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan 
Perundang- Undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Penatausahaan 
Barang Milik Daerah pada SKPD

Tersedianya Dokumen Perubahan 
DPA-SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perubahan DPA-SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD dan Laporan 

Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD

Terlaksananya Bimbingan Teknis 
Implementasi Peraturan 
Perundang-Undangan

Tersedianya Barang Cetakan dan 
Penggandaan

Tersedianya Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

Terlaksananya Pemanfaatan 
Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen Perubahan 

DPA-SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Bimbingan Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 
Disediakan

Luas Tanah yang Dilakukan 
Pemeliharaan/Rehabilitasi

Jumlah Dokumen Hasil 
Pemanfaatan Barang Milik Daerah 

SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Jumlah Dokumen Koordinasi dan 
Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 
dan Pelaksanaaan Sistem Informasi 

Kepegawaian

Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan

Jumlah Unit Alat Angkutan Darat 
Tak Bermotor yang Disediakan

Jumlah Alat Angkutan Darat Tak 
Bermotor yang Dipelihara dan 

Dibayarkan Perizinannya

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, 
Pengawasan, dan Pengendalian 
Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen Perubahan 

RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan 
dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

Jumlah Dokumen Pendataan dan 
Pengolahan Administrasi 

Kepegawaian

Jumlah Paket Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan

Jumlah Unit Alat Besar yang 
Disediakan

Jumlah Alat Besar yang Dipelihara 
dan dibayarkan Perizinannya

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan

Jumlah Laporan Hasil Penilaian 
Barang Milik Daerah dan Hasil 

Koordinasi Penilaian Barang Milik 
Daerah SKPD

Tersedianya Dokumen DPA-SKPD 
dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen DPA- SKPD

Terlaksananya Koordinasi dan 
Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Terlaksananya Koordinasi dan 
Pelaksanaan Sistem Informasi 

Kepegawaian

Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Alat Angkutan Darat 
Tak Bermotor

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan dan Perizinan 
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum 
Kantor

Terlaksananya Pembinaan, 
Pengawasan, dan Pengendalian 
Barang Milik Daerah pada SKPD

Tersedianya Dokumen Perubahan 
RKA-SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD

Terlaksananya Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

Terlaksananya Pendataan dan 
Pengolahan Administrasi 

Kepegawaian

Tersedianya Peralatan Rumah 
Tangga

Tersedianya Alat Besar Tersedianya Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan dan Perizinan 

Alat Besar

Tersedianya Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

Tersedianya Laporan Hasil Penilaian 
Barang Milik Daerah dan Hasil 

Koordinasi Penilaian Barang Milik 
Daerah SKPD

Tersedianya Dokumen RKA-SKPD 
dan Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

Tersedianya Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN

Tersedianya Pakaian Dinas beserta 
Atribut Kelengkapan

Tersedianya Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

Tersedianya Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan

Tersedianya Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya Pengamanan 
Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Paket Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapan

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan yang 

Disediakan

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan yang 
Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik yang Disediakan

Jumlah Dokumen Pengamanan 
Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang Menerima Gaji 
dan Tunjangan ASN

Jumlah Unit Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Disiplin Pegawai

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor yang Disediakan

Pengadaan Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat

Jumlah Rencana Kebutuhan 
Barang Milik Daerah SKPD

IK :Jumlah laporan keuangan yang 
sesuai dengan perundang 

undangan

IK 1 : Jumlah ASN yang terfasilitasi naik 
pangkat

IK 2 : Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji 
berkala

IK 3 : Jumlah SKP ASN
Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP

IK 1 : Jumlah surat dinas yang 
teradministrasi sesuai ketentuan 
dan terdistribusi sesuai tujuan
IK 2 : Jumlah pelayanan yang 

terfasilitasi

IK : Jumlah penambahan nilai aset IK 1 : Jumlah objek aset yang 
terkelola

IK 2 : Jumlah total nilai aset

IK : Jumlah jasa penunjang urusan 
pemerintah yang tersedia
Jumlah jasa penunjang 

perkantoran yang disediakan

IK : Jumlah dokumen administrasi 
barang milik daerah

Tersusunnya Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah

Tersedianya Gaji dan Tunjangan 
ASN

Tersedianya Unit Peningkatan 
Sarana dan Prasarana Disiplin 

Pegawai

Tersedianya Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

Pengadaan Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan

Terlaksananya Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat

Tersedianya Rencana Kebutuhan 
Barang Milik Daerah SKPD

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

IK 1 : Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti
IK 2 : Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

IK 3 : Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti

IK 1 : Jumlah dokumen perencanaan 
sesuai aturan dan tepat waktu

IK 2 : Jumlah laporan capaian kinerja 
dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat 

daerah

 Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusi

Misi 2 : Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing

            
Pembelajaran keluarga (puspaga) yang berspektif Gender dan Hak Anak sesuai standar

Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Jumlah Lembaga layanan Peningkatan kualitas yang 
teradvokasi dalam komunikasi dan pengembangan kegiatan 

masyarakat

1. Terlaksananya Kapasitas Kelembagaan 
Pengarusutamaan Gender (PUG) 

2. Jumlah ARG yang tersedia dalam APBD tahun 
berjalan

Jumlah perempuan yang telah terdaftar sebagai 
Anggota Partai Politik

1. Jumlah Lembaga layanan Peningkatan kualitas 
yang teradvokasi dalam komunikasi dan 

pengembangan kegiatan masyarakat

2. Jumlah Perempuan Kepala Keluarga yang 
mendapatkan pelatihan kewirausahaan

Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam pembangunan

 
   
                

Persentase Aggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Jumlah Lembaga layanan Peningkatan kualitas yang 
teradvokasi dalam komunikasi dan pengembangan 

kegiatan masyarakat

Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak

1. Jumlah Warga Masyarakat  Migran, Orang Terlantar 
dan PPKS Lainnya yg dipulangkan ke tempat Asal

2. Jumlah kebutuhan dasar yang diberikan kepada PPKS 
yang Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

                
Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai 

standar

Meningkatkan Pelayanan Sosial pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Persentase PPKS yang tertangani

               
Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun

Tersedianya data anak terlantar yang verified dan 
valid

Jumlah data anak terlantar

.1. jumlah logistic yang diberikan pada korban pasca 
bencana

2. Jumlah Kejadian Bencana yang ditangani dlam 
waktu ≤ 3 hari dibagi jumlah kejadian bencana  sosial

Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas

Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Indeks Peranan Sosial

Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

               
Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

                 
Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar 

panti

                
Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

Persentae Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA 
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang tergraduasi dari 
kemiskinan

Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan 
dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya

Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan layanan pemulihan sosial

Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak

Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota

Menurunnya kekerasan terhadap perempuan

          
Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif

Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layana komprehensifIndek Pemenuhan Anak (IPHA)

              
Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif

Indeks Perlindungan Khusus Anak

Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA)

1. Sekretariat Daerah
2. Bapelitbangda

3. BPKD
4. Inspektorat

5.DPMD
6. Kecamatan

7. Nagari
8. Kelompok Perempuan Kepala Keluarga 

(PK)

Jumlah dokumen administrasi pemulangan (berita 
acara, surat jalan, dokumen identitas korban) yang 

diselesaikan.
 Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terawat

1. Sekretariat Daerah
2. Bapelitbangda

3. BPKD
4. Inspektorat

5.DPMD
6. Kecamatan

7. Nagari
8. Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PK)

1. Sekretariat Daerah
2. Bapelitbangda

3. BPKD
4. Inspektorat
5. Satpol-PP

6. Dinkes
7. DPMD

8. DisDukCapil
9. RSUD

10. Pengadilan
11. Polres 

1. Sekretariat Daerah
2. Bapelitbangda

3. BPKD
4. Inspektorat
5. Satpol-PP

6. Dinkes
7. DPMD

8. DisDukCapil
9. RSUD

10. Pengadilan
11. Polres 

1. Sekretariat Daerah
2. Bapelitbangda

3. BPKD
4. Inspektorat
5. Satpol-PP

6. Dinkes
7. DPMD

8. DisDukCapil
9. RSUD

10. Pengadilan
11. Polres 

1. Sekretariat Daerah
2. Bapelitbangda

3. BPKD
4. Inspektorat
5. Forum anak

6. Seluruh OPD

1. Sekretariat Daerah
2. Bapelitbangda

3. BPKD
4. Inspektorat
5. Forum anak

6. Seluruh OPD

1. Sekretariat Daerah
2. Bapelitbangda

3. BPKD
4. Inspektorat
5. Satpol-PP

6. Dinkes
7. DPMD

8. DisDukCapil
9. RSUD

10. Pengadilan
11. Polres 

1. Sekretariat Daerah
2. Bapelitbangda

3. BPKD
4. Inspektorat
5. Satpol-PP

6. Dinkes
7. DPMD

8. DisDukCapil
9. RSUD

10. Pengadilan
11. Polres 

Indeks Perlindungan Anak (IPA)

 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS)

Visi : Membangun Padang Pariaman Maju dan Sejahtera

Plt. Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perilindungan Anak

SISKA PRIMADONA, S.STP, M.Si
NIP.198207082001122001

1. Sekretariat Daerah
2. Bapelitbangda

3. BPKD
4. Inspektorat
5. Satpol-PP

6. DPMD
7. DisDukCapil

8. RSUD 
10. TNI

11. Polres 

1. Sekretariat Daerah
2. Bapelitbangda

3. BPKD
4. Inspektorat

5. Legion Veteran

Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, ekploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya 

terhadap anak

Meningkatkan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Persentase PSKS yang berdaya

Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial

Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang 
melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar 

Jumlah  Komunitas Adat Terpencil yang terlayani

1. Jumlah  Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 
yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan

2.  Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang 
tersertifikasi dan terakreditasi

3. Jumlah KPM Miskin yang mendapat bantuan usaha 
untuk PPKS

1. Sekretariat Daerah
2. Bapelitbangda

3. BPKD
4. Inspektorat

5. Seluruh OPD
6.Kecamatan

1. Sekretariat Daerah
2. Bapelitbangda

3. BPKD
4. Inspektorat

5. KPPI

1. Sekretariat Daerah
2. Bapelitbangda

3. BPKD
4. Inspektorat
5. Kecamatan

6. Kelompok Perempuan Kepala Keluarga 
(PK)

1. Sekretariat Daerah
2. Bapelitbangda

3. BPKD
4. Inspektorat
5. Kecamatan

6. Nagari
7. Kelompok Perempuan Kepala Keluarga 

(PK)

1. Sekretariat Daerah
2. Bapelitbangda

3. BPKD
4. Inspektorat
5. Kecamatan

6. Nagari
7. Kelompok Perempuan Kepala Keluarga 

(PK)

1. Sekretariat Daerah
2. Bapelitbangda

3. BPKD
4. Inspektorat
5. Kecamatan

6. Nagari
7. Kelompok Perempuan Kepala Keluarga 

(PK)

POHON KINERJA DINSOSP3A 2025-2029

1. Sekretariat Daerah
2. Bapelitbangda

3. BPKD
4. Inspektorat
5. Satpol-PP

6. Dinkes
7. DPMD

8. DisDukCapil
9. RSUD

10. Pengadilan
11. Polres 

1. Sekretariat Daerah
2. Bapelitbangda

3. BPKD
4. Inspektorat
5. Satpol-PP

6. Dinkes
7. DPMD

8. DisDukCapil
9. RSUD

10. Pengadilan
11. Polres 

1. Sekretariat Daerah
2. Bapelitbangda

3. BPKD
4. Inspektorat
5. Satpol-PP

6. DPMD 
7. DisDukCapil8

8. RSUD
9. Pengadilan

10. Polres 

1. DPMD (kec.dan Nagari)
2. DisDukCapil8

8. RSUD

1. Sekretariat Daerah
2. Bapelitbangda

3. BPKD
4. Inspektorat
5. Satpol-PP

6. BPBD
7. DPMD

8. DisDukCapil
9. TNI

10. Polres 

1. Sekretariat Daerah
2. Bapelitbangda

3. BPKD
4. Inspektorat
5. Satpol-PP

6. BPBD
7. DPMD

8. DisDukCapil
9. TNI

10. Polres 

1. Sekretariat Daerah
2. Bapelitbangda

3. BPKD
4. Inspektorat
5. Satpol-PP

6. DPMD
7. DisDukCapil

8. TNI
9. Polres 

1. Sekretariat Daerah
2. Bapelitbangda

3. BPKD
4. Inspektorat
5. Satpol-PP

6. DPMD
7. DisDukCapil

Meningkatnya Rehabilitasi sosial Meningkatnya pemberdayaan sosial

 
   
                

Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di 
Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya 

diluar HIV/AIDS dan NAPZA

Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial

Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar

Persentase penerima Manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi

Persentase Daerah yang Melaksanakan peneglolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin

Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar

Jumlah TAGANA yang berpartisipasi dalam 
penanggulangan bencana alam dan Sosial

1. Jumlah pendamping PKH yang mengikuti  kegiatan 
P2K2

2. Jumlah KPM PKH yang mengikuti kegiatan P2K2

3. Jumlah data yang verified dan valid

Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial

Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan 
Sosial

Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang 
melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca 

bencana sesuai standar

1. Jumlah Masyarakat yang usulannya telah 
diverifikasi permintaannya sesuai dengan kondisi 

Faktual
2. Jumlah  Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lansia 

terlantar Luar Panti, Gelandangan dan Pengemis 
yang Data telah diverifikasi

3. Jumlah  Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lansia 
terlantar Luar Panti, Gelandangan dan Pengemis 

yang Data telah diverifikasi



SASARAN STRATEGIS

Indikator Sasaran 
Strategis

SASARAN PROGRAM / Ess 
III

Meningkatnya 
pemanfaatan data 
gender dan anak

Indikator Sasaran 
Program

Tingkat pemanfataan data gender dan 
anak dalam perencanaan, evaluasi 
dan/atau penyusunan kebijakan

0

SASARAN 
KEGIATAN/ESSELON 
IV/JABFUNG

Terlaksananya layanan 
bagi keluarga dalam 

Mewujudkan 
Kesetaraan Gender 

(KG) dan Perlindungan 
Anak

Terlaksananya koordinasi 
pengumpulan data Gender 

Terpilah

Terlaksananya penyediaan tindak 
lanjut bagi perempuan korban 

kekerasan

Indikator Sasaran 
Kegiatan

 Jumlah keluarga yang 
mendapatkan Kesetaraan 

Gender (KG) dan 
Perlindungan Anak

Jumlah buku data gender terpilah 
yang tersedia

Jumlah kasus kekerasan terhadap 
perempuan yang ditindak lanjuti 

sesuai standar

SASARAN 
SUBKEGIATAN/STAF

Tersusunnya Dokumen 
Perencanaan Perangkat 

Daerah

Tersedianya Gaji dan Tunjangan 
ASN

Tersedianya Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN

Tersedianya Rencana 
Kebutuhan Barang Milik Daerah 

SKPD

Terlaksananya Pengamanan 
Barang Milik Daerah SKPD

Tersedianya Unit Peningkatan 
Sarana dan Prasarana Disiplin 

Pegawai

Tersedianya Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapannya

Tersedianya Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

Tersedianya Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

Tersedianya Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan

Tersedianya Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan

Terlaksananya Penyediaan 
Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan

Terpenuhinya Kebutuhan 
Permakanan   Per   Orang   

Sesuai dengan   Standar   Gizi   
Minimal Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Tersedianya        Pakaian        
dan Kelengkapan   Lainnya   

dalam   1 Tahun                      
Kewenangan Kabupaten/Kota

Terlaksananya             
Pemberian Bimbingan        

Fisik,       Mental, Spiritual dan 
Sosial Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Terlakasananya           
Pemberian Bimbingan       

Sosial       kepada Keluarga   
Penyandang   Masalah 
Kesejahteraan     Sosial     

(PMKS) Lainnya         Bukan         
Korban HIV/AIDS          dan          

NAPZA
Kewenangan Kabupaten/Kota

Terlaksananya       
Penjangkauan Anak-

Anak                    Terlantar 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya   
Rujukan   Anak- Anak     

Terlantar     
Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya   
Pendataan   Fakir 

Miskin        
Cakupan        
Daerah

Kabupaten/Kota

Terlaksananya  
Pengentasan 
Keluarga Fakir   

Miskin 
Kabupaten/Kota

Terpenuhinya       Orang       
yang Mendapatkan   

Permakanan   3x1 Hari     
dalam     Masa     

Tanggap Darurat                  
(Pengungsian) 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Terpenuhinya   Orang   
yang Mendapatkan      

Pakaian dan Kelengkapan 
Lainnya  yang Tersedia   
pada   Masa   Tanggap 
Darurat (Pengungsian) 
dan Pasca Bencana                   

Kewenangan
Kabupaten/Kota

Terlaksananya    
Kampung    yang 
Melaksanakan            

Koordinasi, Sosialisasi     
dan     Pelaksanaan 
Kampung        Siaga        

Bencana
Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Terpenuhinya       
Orang       yang 
Melaksanakan            

Koordinasi, Sosialisasi     
dan     Pelaksanaan 
Taruna         Siaga         

Bencana
Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Terpenuhinya Keluarga 
pada KAT yang     

Mendapatkan     Fasilitas 
Pemberdayaan                    

Sosial Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Terpenuhinya Keluarga 
pada KAT yang    

Meningkat    Kapasitasnya 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Meningkatnya               
Kapasitas Keluarga                   

Kewenangan Kabupaten/Kota

Meningkatnya               
Kapasitas Lembaga    

Kesejahteraan    Sosial 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Terlaksananya        
Pemeliharaan Taman       
Makam       Pahlawan 

Nasional 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya  
Rehabilitasi  serta 

Pemeliharaan       Sarana       
dan Prasarana       

Taman       Makam 
Pahlawan                       
Nasional 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
Koordinasi dan
Sinkronisasi 
Perumusan

Kebijakan Pelaksanaan
Pengarustamaan 

Gender
(PUG) Kewenangan
Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
Advokasi dan
sosialisasi 

penyelenggaraan
PUG Kewenangan
Kabupaten/Kota

Terlaksananya sosialisasi
pemberdayaan perempuan 

di
bidang politik, atau hukum,

atau sosial, dan atau 
ekonomi

Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya advokasi
kebijakan dan pendampingan

bagi organisasi
kemasyarakatan/ profesi/
dunia usaha/ media dalam

rangka peningkatan
partisipasi perempuan di

bidang politik, hukum, sosial,
dan ekonomi kewenangan

kab/ kota

Terlaksananya 
pendampingan
penguatan dan
pengembangan 

lembaga
penyedia layanan
pemberdayaan 
perempuan
kewenangan 

Kabupaten/Kota

terlaksananya 
bimtek

penguatan dan
pengembangan 

lembaga
penyedia layanan
pemberdayaan 
perempuan
kewenangan 

provinsi

Terlaksananya Advokasi 
dan

sosialisasi peningkatan
kualitas keluarga kepada
pengambil kebijakan dan

pemangku
kepentinganKewenangan

Provinsi dan Lintas
Kabupaten/Kota

Terlaksananya monitoring
evaluasi dan pelaporan 

dalam
peningkatan kualitas

keluarga untuk 
Mewujudkan

KG dan Perlindungan Anak
Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
pendampingan

Lembaga Penyedia 
Layanan

Peningkatan Kualitas
Keluarga Kewenangan

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
peningkatan

kapasitas Lembaga 
Penyedia

Layanan Peningkatan
Kualitas Keluarga

Kewenangan Provinsi

Terlaksananya layanan
rujukan keluarga dalam
Mewujudkan KG dan PA
Lingkup Kabupaten/Kota

Meningkatnya ketersediaan
Data Gender dan Anak

Kabupaten/Kota

Terlaksananya Advokasi dan
sosialisasi pencegahan KtP
kepada pengambil kebijakan
dan pemangku kepentingan di

tingkat masyarakat, serta
Kab/Kota

Tersedianya Layanan
Pengaduan atau

Penjangkauan bagi
Perempuan Korban
Kekerasan Tingkat
Kabupaten/Kota

Tersedianya Layanan
pendampingan 
korban bagi

Perempuan Korban
Kekerasan Tingkat
Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
Advokasi dan

sosialisasi penguatan 
dan

pengembangan 
Lembaga

Penyedia Layanan
Perlindungan 
Perempuan
Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
Peningkatan

Kapasitas Lembaga 
Penyedia
Layanan 

Perlindungan
Perempuan 
Kewenangan

Kabupaten/Kota

Terlaksananya Advokasi 
dan

sosialisasi Pelaksanaan
Kebijakan Pemenuhan 

Hak
Anak pada Lembaga
Pemerintah, Non 

Pemerintah,
Media dan Dunia Usaha

Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
Bimbingan

Teknis Pelaksanaan
Kebijakan Pemenuhan 

Hak
Anak pada Lembaga
Pemerintah, Non 

Pemerintah,
Media dan Dunia Usaha

Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
Peningkatan

Kapasitas lembaga 
penyedia

layanan Peningkatan 
Kualitas

Hidup Anak 
Kewenangan

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
pendampingan
penguatan dan
pengembangan 

lembaga
penyedia layanan

Peningkatan 
Kualitas Hidup

Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

Terlaksananya Advokasi 
dan

sosialisasi pencegahan 
KtA

kepada pengambil 
kebijakan

dan pemangku 
kepentingan di
tingkat Kab/Kota

terlaksananya 
koordinasi dan
sinkronisasi 
pencegahan

kekerasan terhadap 
anak

kewenangan 
kabupaten/kota

Tersedianya 
Layanan

Pengaduan atau
Penjangkauan bagi 

Anak
Korban Kekerasan 

Tingkat
Kabupaten/Kota

Tersedianya 
layanan

pendampingan 
tenaga ahli

bagi Anak Korban 
Kekerasan
Tingkat 

Kabupaten/Kota

terlaksananya koordinasi 
dan

sinkronisasi penguatan
jejaring antar lembaga
penyedia layanan anak 

yang
memerlukan 
perlindungan

khusus tingkat daerah
kabupaten/kota

terlaksananya bimtek
penguatan dan

pengembangan lembaga
penyedia layanan bagi 

Anak
yang Memerlukan

Perlindungan Khusus 
Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Sasaran 
SubKegiatan

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang Menerima Gaji 
dan Tunjangan ASN

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Rencana Kebutuhan 
Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Dokumen Pengamanan 
Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Unit Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Disiplin Pegawai

Jumlah Paket Pakaian Dinas 
beserta Atribut Kelengkapan

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor yang Disediakan

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

Jumlah Unit Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Disediakan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan yang 

Disediakan

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 

Disediakan

Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajaknya

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya

Jumlah Orang yang Mendapatkan 
Pemenuhan Kebutuhan Permakanan 
Sesuai dengan Standar Gizi Minimal 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah   Orang   yang   Menerima   
Pakaian   dan Kelengkapan  Lainnya  
yang  Tersedia  dalam  1  Tahun 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta    Bimbingan Fisik,    
Mental,  Spiritual          dan Sosial          
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta dalam Pemberian 
Bimbingan Sosial kepada Keluarga 
Penyandang Masalah Kesejahteraan 
Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban   
HIV/AIDS   dan   NAPZA   Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah  Anak-Anak  Terlantar   
yang  Dijangkau Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah  Anak-Anak  Terlantar    
yang  Mendapat Rujukan 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Fakir     Miskin  
Cakupan     Daerah 

Kabupaten/Kota yang 
Didata 

Jumlah Keluarga yang  
Mendapatkan 

Pengentasan Fakir Miskin 
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Permakanan 

3x1 Hari dalam Masa Tanggap 
Darurat (Pengungsian) 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Pakaian dan 
Kelengkapan Lainnya  yang 

Tersedia  pada Masa Tanggap 
Darurat (Pengungsian) dan Pasca 

Bencana Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Kampung  yang  
Melaksanakan Koordinasi, 
Sosialisasi dan  Pelaksanaan 

Kampung       Siaga       Bencana       
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang 
Melaksanakan Koordinasi, 
Sosialisasi dan Pelaksanaan 

Taruna Siaga Bencana 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Keluarga pada KAT yang 
Mendapatkan Pemberdayaan 

Sosial yang terpadu dan 
berkelanjutan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah   Keluarga   pada   KAT   
yang   Meningkat Kapasitasnya 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah  Keluarga  yang  Meningkat  
Kapasitasnya Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah   Lembaga   Kesejahteraan 
Sosial yang Meningkat Kapasitasnya          

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Makam yang 
Terpenuhi Pemeliharannya 

pada Taman Makam 
Pahlawan Kabupaten/Kota

Jumlah          Dokumen          
Hasil Rehabilitasi    serta    

Pemeliharaan Sarana    dan    
Prasarana    Taman Makam       

Pahlawan       Nasional 
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasill 
Koordinasi dan Sinkronisasi 

Perumusan Kebijakan 
Pengarustamaan    Gender    

(PUG)    Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah pemangku
kepentingan tingkat 

provinsi
dan kabupaten/kota yang
mendapatkan advokasi 

dan
sosialisasi (lembaga
pemerintah dan non

pemerintah)

jumlah SDM lembaga masyarakat 
dan perempuan yang mendapatkan 
sosialisasi tentang pemberdayaan 
perempuan bidang politik, hukum, 

sosial, ekonomi

Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ 
dunia usaha/ media yg diadvokasi dan 
didampingi dalam rangka peningkatan 
partisipasi perempuan di bidang politik, 

hukum, sosial dan ekonomi

Jumlah lembaga penyedia 
layanan pemberdayaan 

perempuan yang 
mendapatkan 
pendampingan

jumlah SDM lembaga 
penyedia layanan 
pemberdayaan 
perempuan yang 

mendapatkan bimtek

Jumlah pengambil kebijakan dan 
pemangku kepentingan yang 
mendapatkan Advokasi dan 

sosialisasi peningkatan kualitas 
keluarga Kewenangan 
Kabupaten/Kota/Kota

proses perumusan kebijakan
yang terintegrasi dan berbasis
data untuk meningkatkan
dimensi-dimensi kualitas

keluarga, termasuk legalitas,
ketahanan fisik, ekonomi,
sosial psikologis, dan sosial
budaya, guna menjamin
tercapainya kesetaraan

gender dan perlindungan hak
anak di tingkat

kabupaten/kota, sesuai
dengan kebijakan

pembangunan daerah yang
ditetapkan oleh pemerintah

Jumlah Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan
Kualitas Keluarga yang

mendapatkan pendampingan

Jumlah Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan
Kualitas Keluarga yang

mendapatkan peningkatan
kapasitas

Jumlah keluarga yang 
mendapatkan layanan rujukan 

Lingkup Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Data
Gender dan Anak

Kabupaten/Kota yang
Tersedia

Jumlah pengambil kebijakan
dan pemangku kepentingan
yang mendapatkan Advokasi
dan sosialisasi pencegahan

KtP tingkat provinsi,
masyarakat, serta Kab/Kota

Jumlah Perempuan Korban
Kekerasan yang 
mendapatkan

Layanan Pengaduan atau
Penjangkauan korban 

Tingkat
Kabupaten/Kota

Jumlah Perempuan Korban
Kekerasan yang 
mendapatkan

pendampingan korban
Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah Lembaga penyedia
Layanan Perlindungan

Perempuan tingkat provinsi
yang mendapatkan advokasi
dan sosialisasi (lembaga
pemerintah dan non

pemerintah)

jumlah SDM lembaga
penyedia Layanan

Perlindungan Perempuan
yang mendapatkan 

bimtek

Jumlah pemangku
kepentingan tingkat
kabupaten/kota yang

mendapatkan advokasi dan
sosialisasi Pelaksanaan

Kebijakan Pemenuhan Hak
Anak pada Lembaga

Pemerintah, Non Pemerintah,
Media dan Dunia Usaha

Kewenangan Kabupaten/Kota

jumlah SDM OPD kab/kota
yang mendapatkan bimtek
Pelaksanaan Kebijakan

Pemenuhan Hak Anak pada
Lembaga Pemerintah, Non

Pemerintah, Media dan Dunia
Usaha Kewenangan
Kabupaten/Kota

jumlah SDM lembaga
penyedia layanan

Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan

Kabupaten/Kota yang
mendapatkan bimtek

jumlah lembaga penyedia
layanan Peningkatan 

Kualitas
Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota yang

mendapatkan 
pendampingan

Jumlah pengambil kebijakan
dan pemangku kepentingan
yang mendapatkan Advokasi
dan sosialisasi pencegahan

KtA tingkat Kab/Kota

jumlah dokumen hasil
koordinasi dan sinkronisasi
pencegahan kekerasan

terhadap anak kewenangan
kabupaten/kota

Jumlah Anak Korban
Kekerasan yang 
mendapatkan

Layanan Pengaduan 
atau

Penjangkauan korban 
Tingkat

Kabupaten/Kota

Jumlah Anak Korban 
yang

mendapatkan Layanan
Pengaduan atau

Penjangkauan Tingkat 
Kabupaten/Kota

jumlah dokumen hasil
koordinasi dan sinkronisasi
penguatan jejaring antar
lembaga penyedia layanan
anak yang memerlukan

perlindungan khusus tingkat
daerah kabupaten/kota

jumlah SDM lembaga
penyedia layanan bagi Anak

yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota yang

mendapatkan bimtek

Tersedianya Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD

Terlaksananya Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan 

SKPD

Terlaksananya Koordinasi 
dan Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD

Tersedianya Laporan Hasil 
Penilaian Barang Milik Daerah 
dan Hasil Koordinasi Penilaian 
Barang Milik Daerah SKPD

Terlaksananya Pembinaan, 
Pengawasan, dan Pengendalian 
Barang Milik Daerah pada SKPD

Terlaksananya Pendataan dan 
Pengolahan Administrasi 

Kepegawaian

Terlaksananya Koordinasi dan 
Pelaksanaan Sistem Informasi 

Kepegawaian

Tersedianya Peralatan Rumah 
Tangga

Tersedianya Bahan Logistik 
Kantor

Tersedianya Alat Besar
Tersedianya Alat Angkutan Darat 

Tak Bermotor
Tersedianya Jasa Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum 

Kantor

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Perizinan 
Alat Besar

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Perizinan 
Alat Angkutan Darat Tak 

Bermotor

Terpenuhinya       Orang       
yang Mendapatkan   Alat   
Bantu   dan Alat     Bantu     

Peraga     Sesuai Kebutuhan               
Kewenangan

Kabupaten/Kota

Terpenuhinya       Orang       
yang Mendapatkan               

Pelayanan
Reunifikasi                     Keluarga 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Terpenuhinya 
Keluarga Penerima 
Manfaat  (KPM)   

yang 
Mendapatkan    
Bantuan    Sosial 
Kesejahteraan  

Keluarga 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Terpenuhinya Orang  
yang Mendapatkan    

Bantuan
Pengembangan               

Ekonomi
Masyarakat              
Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Tersedianya Tempat 
Pengungsian 
Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Terpenuhinya       Orang       
yang Mendapatkan            

Penanganan Khusus  bagi  
Kelompok  Rentan

Kewenangan 
Kabupaten/Kota

 Terlaksananya 
pembinaan,

 pemantauan dan evaluasi
 pemberdayaan sosial KAT

Meningkatnya Kemampuan
 Sumber Daya Manusia dan

 Penguatan Lembaga
 Konsultasi Kesejahteraan

 Keluarga (LK3) Kewenangan
 Kabupaten/Kota

Terlaksananya pemberian 
penghargaan dan santunan 

sosial bagi 
Warakawuri/Keluarga 

Pahlawan Nasional, Perintis
 Kemerdekaan, dan Janda

 Duda Perintis Kemerdekaan

Terlaksananya         
Pengamanan Taman       
Makam       Pahlawan 

Nasional 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
Koordinasi dan
Sinkronisasi 

Penyelenggaraan
PUG Kewenangan kab/ 

kota

Terlaksananya 
penguatan

kerjasama antar 
lembaga

penyedia layanan
pemberdayaan 
perempuan
kewenangan 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya penguatan
kerjasama antar lembaga
dalam peningkatan kualitas

keluarga Kewenangan
Provinsi dan Lintas
Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
penguatan

kerjasama antar 
Lembaga

Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas
Keluarga Kewenangan

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
pendampingan
penguatan dan
pengembangan 

Lembaga
Penyedia Layanan

Perlindungan 
Perempuan
kewenangan 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
penguatan

kerjasama Antar 
Lembaga

Penyedia Layanan
Perlindungan 
Perempuan
Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Terlaksananya 
penguatan

kerjasama antar 
lembaga

penyedia layanan
Peningkatan Kualitas 

Hidup
Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

Tersedianya 
Layanan

pendampingan 
korban bagi
Anak Korban 
Kekerasan
Tingkat 

Kabupaten/Kota

Tersedianya 
layanan spesifik
untuk pemulihan 

korban bagi
Anak Korban 
Kekerasan
Tingkat 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Perubahan 
RKA-SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perubahan RKA-

SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan 
dan Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen 
Koordinasi dan 

Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD

Jumlah Laporan Hasil Penilaian 
Barang Milik Daerah dan Hasil 
Koordinasi Penilaian Barang 

Milik Daerah SKPD

Jumlah Laporan Hasil 
Pembinaan, Pengawasan, dan 
Pengendalian Barang Milik 

Daerah pada SKPD

Jumlah Dokumen Pendataan dan 
Pengolahan Administrasi 

Kepegawaian

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 
dan Pelaksanaaan Sistem 
Informasi Kepegawaian

Jumlah Paket Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan

Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan

Jumlah Unit Alat Besar yang 
Disediakan

Jumlah Unit Alat Angkutan Darat 
Tak Bermotor yang Disediakan

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum 
Kantor yang Disediakan

Jumlah Alat Besar yang 
Dipelihara dan dibayarkan 

Perizinannya

Jumlah Alat Angkutan Darat 
Tak Bermotor yang 

Dipelihara dan Dibayarkan 
Perizinannya

Jumlah  Orang  yang  Mendapatkan  
Alat  Bantu dan   Alat   Bantu   Peraga   

Sesuai   kebutuhan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah   Orang   yang   Mendapatkan   
Pelayanan Reunifikasi             Keluarga  
Kabupaten/Kota            Kewenangan

Jumlah Keluarga 
Penerima Manfaat 

(KPM) yang 
Mendapatkan Bantuan 
Sosial Kesejahteraan 
Keluarga Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Orang      
Mendapatkan Bantuan 

Pengembangan           
Ekonomi  Masyarakat 

Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah Tempat     
Pengungsian     Kewenangan  

Kabupaten/Kota

Jumlah  Orang  yang  
Mendapatkan  Penanganan  
Khusus   bagi   Kelompok   
Rentan   Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Lokasi yang telah 
dilakukan pembinaan, 

pemantauan dan evaluasi 
pemberdayaan sosial KAT 

Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Sumber Daya Manusia dan 
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan 
Keluarga (LK3) yang mendapatkan 
Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi 

dalam penanganan kasus 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Warakawuri/Keluarga 
Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan 
Janda Duda Perintis Kemerdekaan 
yang memperoleh penghargaan dan 

santunan sosial

Jumlah   Laporan   Hasil   
Pengamanan   Taman Makam 

Pahlawan Nasional 
Kabupaten/Kota

Jumlah laporan hasil 
koordinasi dan sinkronisasi 

penyelenggaraan PUG

Jumlah kerjasama antar 
lembaga penyedia layanan 
pemberdayaan perempuan

Jumlah kerjasama antar lembaga 
dalam peningkatan kualitas 

keluarga Kewenangan Provinsi dan 
Lintas Kabupaten/Kota

Jumlah kerjasama antar
Lembaga Penyedia Layanan

Peningkatan Kualitas
Keluarga Kewenangan

Kabupaten/Kota

jumlah lembaga penyedia
Layanan Perlindungan

Perempuan yang
mendapatkan 
pendampingan

Jumlah kerjasama antar
lembaga penyedia 

layanan
pemberdayaan 
perempuan

Jumlah kerjasama antar
lembaga penyedia layanan
Peningkatan Kualitas Hidup

Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Anak Korban
Kekerasan yang 
mendapatkan

pendampingan korban
Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah Anak Korban
Kekerasan yang 
mendapatkan

layanan spesifik untuk
pemulihan korban 

Tingkat
Kabupaten/Kota

Tersedianya Dokumen 
Perubahan DPA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
Perubahan DPA-SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD

Tersedianya Dokumen 
Bahan Tanggapan 

Pemeriksaan dan Tindak 
Lanjut Pemeriksaan

Terlaksananya Rekonsiliasi dan 
Penyusunan Laporan Barang 
Milik Daerah pada SKPD

Terlaksananya Penatausahaan 
Barang Milik Daerah pada SKPD

Terlaksananya Monitoring, 
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 

Pegawai

Terlaksananya Pemulangan 
Pegawai yang Pensiun

Tersedianya Barang Cetakan dan 
Penggandaan

Tersedianya Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Mebel
Tersedianya Peralatan dan 

Mesin Lainnya
Terlaksananya Pemeliharaan 

Mebel

Terlaksananya 
Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya

Terlaksananya             
Pemberian Bimbingan        

Fisik,       Mental, Spiritual dan 
Sosial Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya  Pemberian 
Bimbingan   Sosial  kepada 
Keluarga  Penyandang  

Disabilitas Terlantar, Anak 
Terlantar, Lanjut Usia   

Terlantar,   serta Gelandangan  
Pengemis   dan Masyarakat  

Kewenangan Kabupaten/Kota

Terpenuhinya               
Pelayanan Dukungan      
Psikososial      bagi 
Korban    Bencana    

Kewenangan
Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pengenalan,
 Penanaman,danPenghayatan
 Nilai-Nilai Kepahlawanan,

 Keperintisan,Kesetiakawanan
 dan Restorasi Sosial

Meningkatnya Kapasitas
 Potensi Sumber

 Kesejahteraan Sosial
 Perseorangan Kewenangan

 Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Perubahan 
DPA-SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perubahan DPA-

SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Dokumen Bahan 
Tanggapan Pemeriksaan 

dan Tindak Lanjut 
Pemeriksaan

Jumlah Laporan Rekonsiliasi 
dan Penyusunan Laporan 

Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan 
Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Dokumen Monitoring, 
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 

Pegawai

Jumlah Pegawai Pensiun yang 
Dipulangkan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan

Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan

Jumlah Mebel yang 
Dipelihara

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 

Dipelihara

Jumlah Peserta    Bimbingan Fisik,    
Mental,  Spiritual          dan Sosial          
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Peserta Bimbingan Sosial 
kepada Keluarga Penyandang 

Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, 
Lanjut Usia Terlantar, serta 

Gelandangan      Pengemis      dan      
Masyarakat  Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah   Korban   Bencana   
yang   Mendapatkan Layanan    

Dukungan    Psikososial    
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mengikuti dan 
Mendapatkan Pengenalan, 

Penanaman, dan Penghayatan Nilai-
Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, 

Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh 
Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, 

Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau 
Tenaga Kesejahteraan Sosial 
Kecamatan yang Meningkat 

Kapasitasnya

Terlaksananya Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

Tersedianya Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD dan Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD

Tersedianya Dokumen 
Pelaporan dan Analisis 
Prognosis Realisasi 

Anggaran

Terlaksananya Pemanfaatan 
Barang Milik Daerah SKPD

Terlaksananya Pemulangan 
Pegawai yang Meninggal dalam 

Melaksanakan Tugas

Terlaksananya Pemindahan Tugas 
ASN

Tersedianya Bahan/Material
Terlaksananya Fasilitasi 

Kunjungan Tamu
Tersedianya Aset Tetap 

Lainnya
Tersedianya Aset Tak Berwujud

Terlaksananya Pemeliharaan 
Aset Tetap Lainnya

Terlaksananya 
Pemeliharaan Aset Tak 

Berwujud

Terpenuhinya Orang  yang 
Membutuhkan  Pembuatan 

Nomor    Induk    
Kependudukan, Akta 

Kelahiran, Surat Nikah, dan 
Kartu     Identitas     Anak     

bagi Penyandang                 
Disabilitas Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Terpenuhinya       Orang       
yang Mendapatkan  Akses  ke  

Layanan Pendidikan dan 
Kesehatan Dasar Kewenangan 

Kabupaten/Kota

 Meningkatnya peran
 Puskesos sebagai layanan
 sosial satu pintu dan hub

 program graduasi

Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 

SKPD dan Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan /Semesteran 

SKPD

Jumlah Dokumen 
Pelaporan dan Analisis 
Prognosis Realisasi 

Anggaran

Jumlah Dokumen Hasil 
Pemanfaatan Barang Milik 

Daerah SKPD

Jumlah Laporan Hasil Pemulangan 
Pegawai yang Meninggal dalam 

Melaksanakan Tugas

Jumlah ASN yang 
dipindahtugaskan

Jumlah Paket Bahan/Material 
yang Disediakan

Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu

Jumlah Unit Aset Tetap 
Lainnya yang Disediakan

Jumlah Unit Aset Tak Berwujud 
yang Disediakan

Jumlah Aset Tetap Lainnya 
yang Dipelihara

Jumlah Aset Tak Berwujud 
yang Dipelihara

Jumlah Orang yang Terpenuhi 
Kebutuhan Pembuatan Dokumen 
Kependudukan bagi Penyandang 

Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, 
Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan 

dan Pengemis Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah  Orang  yang  Mendapatkan 
Akses ke Layanan Pendidikan dan 
Kesehatan     Dasar     Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Jumlah Puskesos desa/kelurahan 
yang memberikan layanan sosial satu 

pintu dan berperan sebagai hub 
program Graduasi

Terlaksananya Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi

Terlaksananya Sosialisasi 
Peraturan Perundang- Undangan

Terlaksananya Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Terlaksananya Penatausahaan 
Arsip Dinamis pada SKPD

Tersedianya Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya

Tersedianya Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya

Terlaksananya             
Pemberian Layanan   Data   

dan   Pengaduan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya             
Pemberian Layanan                   

Kedaruratan Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Pariaman, 22 September 2025

Jumlah Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan 
Arsip Dinamis pada SKPD

Jumlah Unit Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya yang 

Disediakan

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 
Disediakan

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

yang 
Dipelihara/Direhabilitasi

Jumlah Orang yang Mendapatkan 
Layanan Data dan Pengaduan 
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah   Orang   yang   Mendapatkan   
Pelayanan Kedaruratan Kewenangan 

Kabupaten/Kota

Plt. Kepala Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Peril indungan Anak 
Kabupaten Padang Pariaman

SISKA PRIMADONA, S.STP, M.Si
NIP.198207082001122001

Terlaksananya Bimbingan Teknis 
Implementasi Peraturan 
Perundang-Undangan

Terlaksananya Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik 
pada SKPD

Tersedianya Sarana dan 
Prasarana Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Tanah

Terpenuhinya       Orang       
yang Mendapatkan               

Pelayanan
Penelusuran                   

Keluarga Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya             
Pemberian Layanan   Rujukan   
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Bimbingan Teknis Implementasi 
Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Dokumen Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik 
pada SKPD

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 

yang Disediakan

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi

Luas Tanah yang Dilakukan 
Pemeliharaan/Rehabilitasi

Jumlah   Orang   yang   Mendapatkan   
Pelayanan Penelusuran            

Keluarga            Kewenangan 
Kabupaten/Kota

Jumlah  Orang  Mendapatkan  Layanan  
Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota

Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan AnakMeningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

IK : Nilai AKIP Perangkat Daerah

Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas Misi 2 : Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Visi : Membangun Padang Pariaman Maju dan Sejahtera

Persentase PSKS yang berdaya

 Meningkatnya kesejahteraan sosial yang inklusi

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

1. Jumlah lembaga layanan perlindungan anak 
yang aktif

2. Jumlah korban kekerasan yang 
berkebutuhan khusus  yang ditindaklanjuti

Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, ekploitasi, penelantaran, perkawinan dan 
perlakuan salah lainnya terhadap anak

Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif

Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota

Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif

terlaksananya bimtek dan sosialisasi 
pencegahan kekerasan terhadap anak kepada 

Perangkat Daerah 

Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti bimtek 
dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap 

anak

Terlaksananya penyediaan layanan 
tindak lanjut bagi anak korban 

kekerasan 

Jumlah korban kekerasan yang 
berkebutuhan khusus  yang 

ditindaklanjuti

1. Jumlah pendamping yang bersertifikat KHA (Konvensi 
Hak Anak)

2. Jumlah Sosialisasi /advokasi yang dilakukan

terlaksananya kapasitas pengelola lembaga 
layanan perlindungan anak

Jumlah Lembaga PHA Yang Dikembangkan Per 
Tahun

Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif

Indek Pemenuhan Anak (IPHA)

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan 
yang diterima/dilayani

Terlaksananya Pelatihan dan pembinaan terkait 
pencegahan kekerasan thd perempuan dan 

termasuk TPPO

Peresentase perempuan korban kekerasan 
dan TPPO yang mendapatkan layanan 

Komprehensif

Menurunnya kekerasan terhadap perempuan

Peresentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan Komprehensif

Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta 
perlindungan perempuan dan anak

Pembelajaran keluarga (puspaga) yang berspektif Gender dan Hak Anak sesuai standar

Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Terlaksananya Penyediaan Layanan 
Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban 

Kekerasan 

Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Anak

Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA)

Indeks Perlindungan Khusus Anak

Terlaksananya Advokasi Pendampingan Peningkatan Kualitas 
Keluarga 

Terlaksananya kapasitas pendamping Pemenuhan 
Hak Anak

terlaksananya kapasitas pengelola lembaga 
layanan perlindungan anak

Jumlah Lembaga layanan Peningkatan kualitas yang 
teradvokasi dalam komunikasi dan pengembangan kegiatan 

masyarakat

Terlaksananya Advokasi kepada Sumberdaya Lembaga 
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas keluarga dan 

kesetaraan Gender 

Jumlah Lembaga layanan Peningkatan kualitas 
keluarga yang Aktif

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam 
bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi 

Jumlah perempuan yang telah terdaftar sebagai Anggota Partai 
Politik

Terlaksananya Kapasitas Kelembagaan 
Pengarusutamaan Gender (PUG) 

1. Jumlah Kelembagaan PUG

2. Jumlah ARG yang tersedia dalam APBD tahun 
berjalan

Terlaksananya Peran serta Perempuan 
dalam Masyarakat 

1. Jumlah Organisasi layanan Peningkatan 
kualitas yang teradvokasi dalam komunikasi 
dan pengembangan kegiatan masyarakat

2. Jumlah Perempuan Kepala Keluarga yang 
mendapatkan pelatihan kewirausahaan

Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara 
Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan

 Luar Negeri dari Titik
 Debarkasi diDaerahProvinsi

 untuk dipulangkan ke
 Desa/Kelurahan Asal

 Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah    Warga    Negara    Migran Korban   Tindak   
Kekerasan   yang dipulangkan  dari  Titik  Debarkasi di 

Daerah Kabupaten/Kota  untuk dipulangkan   ke   
Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota

Meningkatkan Pelayanan Sosial pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Persentase PPKS yang tertangani

Terlaksanannya pelayanan Pemulangan 
warga masyarakat Migran, Orang 

Terlantar dan PPKS Lainnya 

Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam 
Pahlawan 

Jumlah  Komunitas Adat Terpencil yang terlayani

1. Jumlah  Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang 
mendapatkan bimbingan dan pelatihan 

2. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang tersertifikasi 
dan terakreditasi

3. Jumlah KPM Miskin yang mendapat bantuan usaha untuk 
PPKS

Jumlah dokumen administrasi pemulangan 
(berita acara, surat jalan, dokumen identitas 

korban) yang diselesaikan.
 Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terawat

Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial

Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial

Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar 

Terlaksananya Pelayanan Terhadap Komunitas 
adat Terpencil

Terlaksananya peningkatan Kapasitas Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan bimbingan 

dan pelatihan

Jumlah warga negara migran korban tindak 
kekerasan dalam dan luar negeri yang 

mendapatkan layanan pemulangan

Persentase taman makam pahlawan nasional yang 
terkelola dengan baik

Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana 
kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar

Persentase warga negara migran korban tindak 
kekerasan yang tertangani

Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial

Meningkatkan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Persentase PSKS yang berdaya

Meningkatnya pemberdayaan sosial

Meningkatnya layanan 
penanganan warga negara 

migran korban tindak 
kekerasan

Meningkatnya tata kelola taman 
makam pahlawan

Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan 
dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya

Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan layanan pemulihan sosial

Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi 
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA

Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam pembangunan

Persentase Aggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Terlaksananya partisipasi TAGANA dalam 
penanganan bencana

Jumlah TAGANA yang berpartisipasi dalam 
penanggulangan bencana alam dan Sosial

 Terlaksananya penyaluran bantuan terhadap 
korban bencana 

1. jumlah logistic yang diberikan pada korban pasca 
bencana.

2. Jumlah Kejadian Bencana yang ditangani dlam 
waktu ≤ 3 hari dibagi jumlah kejadian bencana  sosial

Persentase Daerah yang Melaksanakan peneglolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin

Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar

Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang tergraduasi 
dari kemiskinan

             Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama 
satu tahun

Terlaksananya pembinaan terhadap 
pendamping

Program Keluarga Harapan

1. Jumlah pendamping PKH yang mengikuti  
kegiatan P2K2

2. Jumlah KPM PKH yang mengikuti 
kegiatan P2K2

3. Jumlah data yang verified dan valid

Tersedianya data anak terlantar yang verified 
dan valid

Jumlah data anak terlantar

Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial

Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar

Persentase penerima Manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi

Terlaksananya Kebutuhan Disabilitas terlantar, Anak 
Terlantar, Lansia terlantar Luar Panti, Gelandangan 
dan Pengemis kebutuhan terlantar sesuai Standar

1. Jumlah Masyarakat yang usulannya telah diverifikasi 
permintaannya sesuai dengan kondisi Faktual 

2. Jumlah  Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lansia terlantar 
Luar Panti, Gelandangan dan Pengemis yang Data telah diverifikasi

3. Jumlah Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lansia terlantar 
Luar Panti, Gelandangan dan Pengemis yang kebutuhan dasar 

yang diberikan

1. Jumlah Warga Masyarakat  Migran, Orang Terlantar dan PPKS 
Lainnya yg dipulangkan ke tempat Asal

2. Jumlah kebutuhan dasar yang diberikan kepada PPKS yang Bukan 
Korban HIV/AIDS dan NAPZA

Terlaksananya  Rehabilitasi Dasar dan Lanjutan bagi PPKS 
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti 

Sosial

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti
Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjti 

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Meningkatnya Rehabilitasi sosial

Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya

Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan

Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti

Persentae Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas

Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Indeks Peranan Sosial

Tersedianya Dokumen RKA-SKPD 
dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen RKA-

SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD

Tersedianya Dokumen DPA-
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen DPA-
SKPD

Tersedianya Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan 

Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Nilai SAKIP OPD

Meningkatnya kualitas tata kelola sumber daya Perangkat Daerah

Tersusunnya dokumen 
perencanaan dan pelaporan 

yang berkualitas baik

Tersedianya Laporan dan 
Pertanggungjawaban 
Penggunaan Anggaran

Terlaksananya tertib administrasi 
perkantoran

Tersedianya Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Jumlah surat dinas yang teradministrasi 
sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai 

tujuan
Jumlah pelayanan yang terfasilitasi

Jumlah penambahan nilai aset Jumlah jasa penunjang urusan 
pemerintah yang tersedia

Jumlah jasa penunjang perkantoran 
yang disediakan

Tersedianya Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah

Terlaksananya Administrasi 
Barang Milik Daerah sesuai 

aturan

Terlaksananya tertib administrasi  
kepegawaian dan kesejahteraan 

pegawai

Jumlah dokumen perencanaan sesuai 
aturan dan tepat waktu

Jumlah laporan capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi kinerja perangkat 

daerah
Jumlah laporan keuangan yang sesuai 

dengan perundang undangan

Jumlah dokumen administrasi barang 
milik daerah

Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat
Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala

Jumlah SKP ASN
Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP

Terlaksananya Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Jumlah objek aset yang terkelola
Jumlah total nilai aset

Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah

CASCADING DINSOSP3A 2025-2029



HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP  
HASIL PRA EVALUASI INSPEKTORAT TAHUN 2026 

PERANGKAT DAERAH DINSOS P3A 
 

NO NAMA DOKUMEN HASIL PRAEVALUASI 

1. RPJMD Priode 2025 – 2029 

2. Renstra Priode 2025 – 2029  

3. Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029  

4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025  

5. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025  

6. Perjanjian Kinerja Tahun 2026  

7. LKJiP Tahun 2025  

8. Rencana Aksi Tahun 2025  

9. Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025  

10. Rencana Aksi Tahun 2026  

11. IKU Priode 2025-2029  

12. Renja Tahun 2025  

13. Renja Perubahan Tahun 2025  

14. Renja Tahun 2026  

15. Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai 
Triwulan 2 Tahun 2026 

 

16. Pedoman Teknis Perencanaan 2026  

17. Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan 
Data Kinerja 2026 

 

18. Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 
2026 

 

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026  

20. Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025  

21. SOTK  

 

Catatan : 
  Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP 

 

Evaluator, 

 

(NANDA FAULANA PUTRA, SE, C.FrA, CTT ) 
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